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Menimbang

BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR050/Kep.1091-Bappedalitbang/2021

TENTANG

TIMKOORDINASIPENANGGULANGANKEIvIISKINAN
KABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar
lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara
terpadu dan berkesinambungan dalam penyiapan
perumusan dan penyelenggaraan kebijakan
penanggulangan kemiskinan;

b. oanwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Penanggulangan Kemiskinan, maka perlu membentuk
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dala.,'1lLingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang 2
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3. Undal1g-Undang i-J"o1110r 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lmbaran
Negara RepubIik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang I~omor 13 Tahun :'<V 11 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah tera..~hir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
PengelolaaIl Keuangan Daerah (Lembarfu"""1 Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinas! Penan~O'1.Ilanga..11. Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10. Pcraturan IVlcnteri DalaITI Negcri Nomoi 77 Tar'1un 2020
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781i;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2008 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah 3



3

12. Peraturan Daerah Kabupaten ivIajalengka NOlno!" 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

13. Peramran Daerah Kabupaten Ivlajalengka l~omor 11

Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019
Nomor 11).

IvIEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan
Kabupaten Majalengka yang Relanjutnya diRebut TKPK
Kabupaten dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Tugas PokokTKPKKabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU,adalah sebagai berikut :

a. melakukan kooniinasi penanggulangan kemiskinan;
b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan;

c. melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga
Miskin; dan

d. melakukan
kemiskinan.

pelayanan pengaduan masalah

KETIGA TKPKKabupaten Qalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA,menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :

a. pengkoordinasian penyusunan Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai dasar
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;

b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan
Perangkat Daerah di bidang Penan&,oulangan
Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Strategis
PerangkaLDaerah;

c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan
Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan
Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan
Rencana KeIja Pemerintah Daerah;

d. pengkoordinasian 4



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

4

d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan
Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan
Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah; dan

e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan
dokumen rencana pembangunan Daerah bidang
Penanggu 1angan Kemiskinan.

Uraian tugas TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATUtercantum dalam Lampiran II Keputusan
lnl.

Untuk lebih mengoptimalkan kinerja Penanggulangan
Kemiskinan, Ketua TKPKKabupaten dapat membentuk Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan
yang bertanggung jawab kepada Ketua TKPKKabupaten.

Sekretariat TKPKKabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU berkedudukan di Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Majalengka.

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati
Majalengka Nomor 050jKep.176-Bappedalitbangj2020
ten tang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 21 Oktober 3:)21

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBAHI
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KEPUTUSAN BUPATI rvfAJALEr~GKA
Nomor
Tanggal
Tentang

050 j Kep.l 091-Bappedalitbangj 2021
27 Oktober 2021
TIMKOORDINASIPENANGGULANGAN
KEMISKINANKABUPATENMAJALENGKA.

SUSUNANPERSONALIATIivIKOORDINASIPENANGGULANGANKEiVIISKINAN
KABUPATENMAJALENGKA

a. Penanggungjawab
b. Ketua
c. Wakil Ketua

Bupati ivlajalengka
Wakil Bupati Majalengka
Sekretaris Daerah Kabupaten rv!ajalengka

d. Sekretaris

e. Kelompok KeIja
1. Pendataa...rtda...rtInformasi

Kepala Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan
Kabupaten Majalengka

Pembangunan
Pengembangan

dan Kesejahteraan
Daerah Kabupaten

a) Ketua

b) Wakil Ketua

c) Anggota

2. Pengembangan Kemitraan
a) Ketua

b) Wakil Ketua

c) Anggota

Asisten Pemerintahan
Rakyat Sekretariat
Majalengka
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten 1\1ajalengka
1) Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka
2) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten

Majalengka
3) Kepala Bidang Pemberdayaal1 Sosial dan

Penanganan Fakir Miskin pada Dinas
Sosial Kabupaten Majalengka

4) Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan Kabupaten Majalengka

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Majalengka
1) Kepala Bagian Ekonomi dan

Pembangunan pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka

2) Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan paJa Badan Pel'enCallaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Majalengka

3) Ketua Forum Badan Usaha Milik Daerah
Kabupaten Majalengka

4) Ketua Forum 6
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Tanggungjawab Sosial dan
Perusahaan Kabupaten

4) Ketua Forum
Linglrungan
Majalengka
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa
Seluruh Indonesia Kabupaten Majalengka
Ketua Ivlajelis Ulama Indonesia Kabupaten
Majalengka

7) Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Universitas Majalengka

6)

5)

3. Pengaduan Ivlasyarakat
a) Ketua
bj W<> lr..il Ketua

e) Anggota

Inspektur Kabupaten Majalengka
Kep~la Bagia..l1 Hu.-'u1m Sekretariat Daer~1-l
Kabupaten Majalengka
1) Kepala Dinas Sosial Kabupaten

Majalengka
2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat

Daerah Kabupaten Majalengka

f. Kelompok Program
1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Ketua
bj Wakil Ketua

e) Anggota

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka
Kepala vmas Perumanan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Majalengka
1) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka
2) Kepala Bidang Pelayanan Kesehalan pada

Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka
3) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan

Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten
Majalengka

4) Kelua Baznas Kabupalen Majalengka
5) Koordinator Program Keluarga Harapan

Kabupaten Majalengka

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dan
Usaha Ekonomi Ivlikro dan Keeil
a) Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kabupaten Majalengka
b) Wakil Ketua Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Bereneana
Kabupaten Ivlajalengka

e) Anggota 1) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Majalengka

2) Kepala Kantor 7



7

2) Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Majalengka

3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

3. Program-program Lainnya
a) Ketua Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka
b) Wakil Ketua Asisten Administrasi Umum Sekretariat

Daerah Kabupaten Majalengka
c) Anggota 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Majalengka

2) Kepala Dinas PekeIjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Majalengka

3) Camat Se-Kabupaten Majalengka

dan
Bagian
Daerah,

Kabupaten

Kepala Bidang Pemerintahan
Pembangunan Manusia pada
Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan
Majalengka
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka
1) Kepala Bidang Perumahan pada Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Majalengka

2) Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan
Kesehatan pada Bidang Sumber Daya
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten
Majalengka

3) Kepala Seksi Data Kemiskinan Daerah
pada Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial Dinas Sosial Kabupaten Majalengka

4) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka

b) Wakil Ketua

c) Anggota

g. Sekretariat
a) Ketua

BUPATIMAJALENGKA,

~
KARNASOBPrHI
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KEPUTUSAN BUPATI I'vlAJALENGKA
Nomor
Tanggal
Tentang

050/ Kep.1091-Bappedalitbang/ 2021
27 Oktober 2021
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINANKABUPATENMAJALENGKA.

DRAIANTUGASTIMKOORDINASIPENANGGULANGANKEMISKINAN
KABUPATENMAJALENGKA

a. Penanggungjawab
1. Memberikan bimbingan dan pembinaan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
2. Memonitoring dan mengevaluasi kinerja dan sinergitas Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka secara berkala;
3. Memberikan laporan kepada publik tentang pelaksanaan

penanggulangan kemiskinan.

b. Ket'ua TI{PI(
1. Memantau penerapan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, kebijakan, dan program penanggulangan kemiskinan.
3. Melakukan sinergitas program-program kemiskinan, baik program

Kabupaten, Provinsi dan Pusat maupun program Swasta.
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Pusat dan Provinsi.
5. Memantau dan mengevaluasi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan serta perkembangan kondisi kemiskinan.
6. Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada

kctua Tim Koordinasi Pcnanggtll3.J.igan Kcmiskinan Pl.lsat melalui ~1cnteri
Dalam Negeri dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Provinsi Jawa Barat.

7. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan koordinasi
penanggulangan kemiskinan.

c. Wakil Ketua TKPK
1. Membantu tugas Ketua TKPKdalam merencanakan dan merealisasikan

secara sinergis seluruh program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Majalengka.

2. Membantu Ketua TKPK dalam mengendalikan seluruh kegiatan
penangglllAngan kemiskinan, hAik progmm dan KahllpAten, Provinsi dAn
Pusat maupun program Swasta.

3. Melaksanakan penghimpunan data kemiskinan di Kabupaten
~Jlajalcngka.

4. Membantu Ketua menyiapkan bahan lapaoran penanggulangan
kemiskinan.

d. SekreLarisTKPK
1. Memberikan pelayanan dan fasilitasi untuk kepentingan pelaksanaan

kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten
Majalengka.

2. Membantu dan menghimpun, merumuskan dan mengolah hasil-hasil
kegiatan dari Perangkat Daerah terkait.

3. Menyusun laporan hasil kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah.

c. Bidang Pendataru1 9
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e. Bidang Pendataan dan Informasi
1. Ketua
1) Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan.
2) Melaksanakan penyusunan pengembangan indikator kemiskinan

daerah.
3) Melaksanakan pengembangan sistem informasi kemiskinan;
4) Menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan

permasalahan kemiskinan.
2. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam seti8:p kegiatan Kelompok Kerja Bidang
Pendataan dan Informasi.

3. Anggota
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Pendataan dan Informasi Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka .

f. Bidang Pengembangan Kemitraan
1. Ketua

1) Melaksanaan pengembangan kemitraan dalam upaya mendukung
program penanggulangan kemjskinan;

2) Melah'Ukanpembinaa..'lkepada. inasyarakat dala..-nmenjalin kemitraan
dengan Pemerintah Daerah dan Swasta guna pengembangan program
penanggulangan kemiskinan.

3) Menampung dan mengkoordinasikan seluruh pengaduan masyarakat
berkenaan dengan program penanggulangan kemiskinan kepada
Perangkat Daerah atau instansi terkait.

2. Wakil Ketua
Membantu Ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang
Pengembangan Kemitraan.

3. Anggota
Membantu tugas-tugas Ketua Bidang Pengembangan Kemitraan Tim
Koordinasi Penanggulanga..'lKemiskinan Kabupaten Majalengka .

g. Bidang Pengaduan Masyarakat
1. Ketua

1) Merumuskan dan menyiapkan penanganan aspirasi dan pengaduan
masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2) Merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye penanganan aspirasi
dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan kemiskinan. .

3) Merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi dan kampanye
tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian
pengaduan masyarakat ..pada penyelenggaraa..'l kegiatan
penanggulangan kemiskinan.

2. Wakil Ketua
Ivlembantu Ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Kerja Bidang
Pengaduan Masyarakat.

3. Anggota
Membantu tugas tugas Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Majalengka.

h. Bidang Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial
1. Ketua

I} Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan
yang termasuk Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Membantu Ketua 10

,-,.., ". -.;.' ~,;- ",:"



I.rr{:,-,,
;~,

10

2) Membantu Ketua TKPK dalam menyusun rencana program
penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program Bantuan
SosialTerpadu BerbasisPerlindungari dan Jaminan Sosial.

3) Menyampaikan. laporan hasil kegiatan seluruh program Bantuan
Sosial Terpadu berbasisPerlindungan dan Jaminan Sosial.

4) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran Kelompok
Program Bantuan Sosial TerPadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan
Sosial.

2. Wakil Ketua
Membantu ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Ketja Bidang Bantuan
Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3. Anggota
1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan

kebijakan program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan
dan Jaminan Sosial serta mengkoordinasikan pengendalian
pelaksanaan prograJIl penanggulangan keniiskinan di Bidang program

<.

Bantuan Sosial Terpadu Eerbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial
sesuai dengan tugasdan fungsinya.

2) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan
kelompok program program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Perlindungan dan Jaminan Sosial.

1. Bidang Penanggulangan Kerriiskinan Berbasis Pemberdayaan Ivlasyarakat
dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

1. Ketua
Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan
yang termasuk Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Usaha Ekonomi Mikro dan Keci!.
Membantu Ketua TKPK dalam menyusun rencana program
penanggulangan kemiskinan' berkaitan dengan Pemberdayaan
Masyarakat dan UsahaEkonomi Mikro dan Kecil.
Menyampaikan laporan hasilkegiatan seluruh program Pemberdayaan
Masyarakat dan'Usaha'EkohomiMikro dan Keci!.
Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran Kelompok
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan
Ked!.

2. Wakil Ketua
Membantu ketua dalam setiap kegiatan Kelompok Ketja Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

3. Anggota
1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan

kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi
mikro dan kecil serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan' di bidang program
pemberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi mikro dan kecil sesuai
dengan ttl.gas dan fungsi..-qa.

2) Melaksanakan tugas lain;yangdiperlukan untuk kelancaran kegiatan
kelompok program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi
Mikro dan Kecil.

j. Bidang 11
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J. Bidang Program-Program Lainnya
1. Ketua

1) Mengkoordinasikan seluruh program penanggulangan kemiskinan
berkaitan dengan program-program lainnya di luar kelompok Program
Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan dan Jaminan Sosial
serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro
dan Kecil.

2) Membantu Ketua TKPK dalam menyusun rencana program
penanggulangan kemiskinan berkaitan dengan program-program
lainnya diluar Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis
Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

3) Menyampaikan laporan hasil kegiatan program penanggulangan
kemiskinan berkaitan dengan program-program lainnya di luar
Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Perlindungan
dan Jaminan Sosial serta Program Pemberdayaan Masyarakat dan
Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

4) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran tugas
kelompok program-program lainnya.

2. Wakil Ketua
Membantu Ketua dalam setiap kegiatan kelompok-kelompok program
lainnya.

3. Anggota
1) Membantu tugas ketua untuk memberikan masukan berkaitan dengan

kebijakan dan program-program lainnhya serta mengkoordinasikan
pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di
bidang program-program lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan
kelompok program-program lainnya.

k. Sekretariat
1. Ketua

1) Membantu ketua TKPKdan Sekretaris TKPKdalam mempersiapkan
dan terlaksananya setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan.

2) Membantu Sekretaris TKPKdalam menyusun laporan kegiatan.
3) Memfasilitasi kegiatan kesekretariatan Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Majalengka.
2. Wakil Ketua

Membantu Ketua dalam setiap kegiatan Kesekretariatan.
3. Anggota

Membantu tugas-tugas ketua dalam setiap kegiatan kesekretariatan
TKPK.

BUPATIMAJALENGKA,

~I


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011

